
BUPATI L,EBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 19 TAf-lUN 2015 

TENTANO 

TATA CARA DAN BESARAN TARIF RETR!BUS! PEDAGANG KAKI LIMA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! L EBONO 

Menimbang ; a. babwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli 
Oaerah (PAO] d ari scktor Pajak dan Retribusi Daerah, 
perlu ditetapkan Besaran Tarif Retribusi Pedagang 
Kaki Lima di Kabupaten Lebong; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a d i atas, perlu ditetaplran 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia 
Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tcntang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 
Tabun 1997 tenrang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaren Negara Rcpub lik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tenrang 
Pengadilan Pajak (Lembar~ Negara RepubUk 
Indonesia 'l:ahun 2002 Nomor 27; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ; 



4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 ten-tang 
Pembenmkan Kabuparen Lebong dan Kabup.aten 
Kcpahia.ng di Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Norn or 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4349); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenitang 
Perimbangan Keuangan Anta ra Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P.ajak 
Daerah dan :Retribusi D.aerah (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 130; Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noroor 5234); 

8. Undang-Undang Nomo.r 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo~ 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah 
Daentb (Lcmba ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lcmbaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 5 Tahun 2001 tentang 
Pajak Oaerah ijLembaran Negara Republ.ik. Indonesia 
Tahun 200 1 Nomor 1 18; Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndon.esia Nomor 4138); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

12. PeratUran Menteri Dalam Negeri Nomor l 'rahun 2014 
tcntang Pemben tukan Prociuk Hukum Daerah; 



M-enetapkan 

13. Peracumn Dac:rah Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Retril)usi Pelayanan Pasar; 

14. Peratumn Daerah Nomor 8 Tahun 2013 temang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
20 11 ten tang Pajak dan Retribusi Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI T8NTANG TATA CARA DAN 
BESARAN TARIFRETRIBUSI PEDAOANG KAKl LIMA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten i,ebong; 

2. Pemerintal1 Daerah ada lah Pcmerintah Kabupaten Lebong; 

3. Bupati adalal1 Bupati Lebong; 

4 . Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah 
Selanjutnya disingkat Dinas PPl<AD adalah Lembaga Pemerintah 
Daerah yang bertugas menerima dan memungtll Pendapatan 
Daerah; 

5. Retribusi adalah Pungutan Dae rah sebagai pembayaran atas j asa 
a tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau 
diberikan oleh Pemerintah Daerall untuk kepentingan orang 
pribad.i atau golongan; 

6. Tarif Retcibusi adalah nominal yang harus dibayar pedagang atas 
pcnggunaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah; 

7. Pedagang Kaki Lima adalab pedagang yang berjualan barang 
kebutuhan sehari-hari, makanan dan/atau jasa dengan modal 
yang relalif kecil, modal sendiri atau pun modal orang lain baik 
yang berjulan di pasar dan atau di trotoar jalan; 

8. Kupon Turan ada.lah bukti sah yang betisi tanda bukti telah 
membayar re tr ibusi ditandai dengan adanya cap Dinas Pf>KAD; 

9. Petugas Penagih Retribusi adalah petugas yang diberi rugas 
untuk menagib dan mengumpulkan retribusi dari pedagang; 

tO. Bendahara Penerima adalah bendallara yang ditunjuk untuk 
mcnerima pendapatan penerimaan pemerintah daerall bail< dari 
sektor pajak, rctribusi ataupun sektor lainnya; 



BAB Il 
BENTUK, WAKTU DAN LOKASl PEDAGANG KAKl LIMA 

Pasal2 
Pedagang Kaki Lima yang dikenakan dan dipungut retribusi atas 
usahanya adalah : 
1. Pedagang Makanan; 
2. Peda.gang Minuman; 
3. Pedagang Sayuran; 
4. Pedagang Buah-buahan; 
5. Pedagang Mainan; 
6. Pedagang Perlengkapan Rumah Tangga; 
7. Pedagang Perlengkapan Per tanian; 
8. Pedagang Bentuk Lainnya yang secara pemodalan relatif k.ecil 

dengan sarana dan prasarana minim. 

Pasal 3 
Waktu bcrjualan Pcdagang Kaki Lima yang dikenakan dan dipungut 
retribusi atas usahanya adalah Pedagang Kaki Lima yang 
mcnjajakan jualannya pada siang hari maupun yang berjualan 1>ada 
malam hari. 

Pasal 4 
Pedagang Kaki Lima yang dikcnakan dan dipungul retribusi atas 
usahanya adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di : 
1. Trotoar Jalan; 
2. PasarMuaraAman; 
3 . Pasar Terminal; 
4 . Lokasi strategis lainnya. 

BA!B III 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEDAGANG KAKl LIMA 

Pasal 5 
I . Retribusi Pedagang Kaki Lima ditagih dan dikelolah oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
2. Retribusi Pedagang Kaki Lima ditagih secara langsung o lch 

Petugas Penagih Retribusi Dinas Pendapatan, Pengclolaan 
Keuangan dan Aset Daerah; 

3. Retribusi Pedagang Kaki Lima disctor olch Petugas Penagih ke 
Bendahara Penerima Bidang Pendapatan Dioas Pcndapa tan, 
Penge lolaan Keuangan dan Asel Daerah. 

Pasal 6 
Retribusi Pcdagang Kaki Lima ditagih oleh Petugas Penagih dan 
disetor oleh Pedagang hanya pada saat pedagang menjajakan 
juaJannya. 



Pasal 7 
Pedagang l<aki Lima dikatakan sudah membayar retribusi d.ibuktikan 
dengan adanya l<upoo lu ra n yang dikeluarkan oleh Dines 
Pendapatan, Pengelolaan Keuamgan dan Aset Daerah. 

BABIV 
BESARAl'f TARIF RETRIBUSI PEDAGANG KAKl LIMA 

Pasal 8 
1. Besaran Retribusi Pedagang Kaki l, ima yang dike na.kan untuk 

setiap Pedagang Kaki Lima adalah sama; 
2. Besarnya. Retribusi untuk setiap pedaga,1g adalah sebesar Rp. 

1.000,•/ per hari. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa.sal 9 
Peraturan Bupati ini mulai be.l'laku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah 
Kabupacen L-ebong. 

Ditetapkao di Tubei 
pada tanggal 3• ,..,.,,.,.; 2015 

k~ ";f,-o/ 
--r,- H. ROSJONSYAH 

DiundangkaJl di Tubei 
pada tanggal J; rn,;,rr./ 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

-"''?;''"" 
MIRWAN EFFENDI 

BiERITA DAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 2014 NOMOR 
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PENHAAH rROOUK HUKUM 
K.ABU?AIEII LEBONG 


